
WALIKOTA DENPASAR

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 12 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN KELURAHAN

WALIKOTA DENPASAR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakun ketcntuW1 Pusal 9 Peraturan Pemerintah
Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan dan dalam rangka
pelaksanaan pengelolaan keuangan kelurahan diperlukan suatu
stanGar yang mengatur aspek perencanaan clan penganggaran,
penatausahaan keuangan desa dan pertanggungjawaban keuangan
Kelurahan, maka dipandang perlu untuk mengatur tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Kelurahlm;

b. bahwa berdasarkan perlimblmglm scbuguimana dimaksud dalam
humf II, perlu menetapkan Peraluran Walikota tentang Pedoman
Pengcloluan Keuangan Kclumhnn;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 1 Talmn 1992 tentang Pembentukan
Kotamudya Daerah Tingkut If Dcnpasar (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabun 1992, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3465 ):

2. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang - undangan (Lemharan Negara Republik
Indonesia Tabun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2004 Nomor
125, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telab diubah beberapa kali tcrakhir dengan Undang ­
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Talmn 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lcmburan Negaru Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang - Undang Nornor 33 Talmn 2004 tentang Perimbangan
Keusmg<m antara Pemeriiltuh Pusut dan Pemerintahan Daerah
( Lembaran Negara Rcpublik Indonesia TahWl 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negam Republik Indonesia Nomor 4438 );



5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negri-ra Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575 );

6. Peraturan Pemerintah NomoI' 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159,
Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588 );

7. Peraturan Pcmerintah NomoI' 18 Tulmn 2008 tentang Kecamatan
(Lembaran Negara Rcpublik Indollcsia Tahun 2008 Nomor 40,
Tambahan Lembaran Negaru Republik Indonesia NomoI' 4826);

8. Keputusan Menteri DaJam Ncgcri Nom~)r 63 Tahun 1999 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pcristilahan dan Penyesuaian Peristilahan
dalam Penyelenggaraan Pcmerintahun Desn dun Kelurahan;

9. Peraturan Menteri Dalam Ncgcri NomoI' 34 Tahun 2007 tentang
Pedoman Administrasi Kclumhan;

10. Peraturan Daerah Kota Denpasnr NomoI' 9 Tahun 2008 tentang
Organisasi Kecamutan dun Kclurnhan (Lembaran Daerah Kota
Denpasar Tabun 2008 NomoI' 9 );

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERA TURAN WALIKOTA TENT ANG
PENGELOLAAN KEUANGAN KELURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PEDOMAN

Oalum Peraturan Walikota ini ytmg dimaksud dengan :
I. Kota adalah Kota Denpusar.
2. Pcmerintah Kota adulah Pemerintuh Kolu Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Pemerintah Daerah aduluh Wnlikota dtul perangkat daerah

sebagai unsur penyelenggarnan pcmerintuhan daerah.
5. Anggaran Pendapatun dan Dclanja Ducrah yang selanjutnya

disingkat APDO adalah I'oncana keuangan tahul1an
pcmcrintahan daerah yang ditl~tapkun dengan peraturan daerah.

6. Kclurahnn adalah wiluyah kerja Luruh sebagai perangkat
Duerah Kota dalam wilayah kerja Kecwnatan.

7. Buntuan Kelurahan udulah dana bantuan pemerintah kota
kepada kelurahan yang bersurnber dari bagian perolehan pajak
daerah, bagian perolehan retribusi daerah, bagian dari dana
perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima
pemerintah kota yang diaIokasikan dengan tujuan keadilan clan
pemerataan kemampuan keuangan kelurahan untuk membiayai
kebutuhannya.

8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran wajib
yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Oaerah
tanpa imbalan langsung yang seimbang , yang dapat dipaksakan
berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku ,



yang digunakan untuk mcmbiayai penyelenggaraaIl
Pemerintahan Daernh dan Pcmbangunan Daerah.

9. Retribusi Daerah yang sclanjutnya disebut Retribusi adalal1
pungutan Daerah sebllgai pcmbayaran atas jasa atau pemberian
izin tertentu yang khusus discdiakan dan / atau diberikan oleh
Pemerintah Oacrah untuk kcpentingan or.mg pribadi atau badah.

10. Sumbcr Keuangan Keluruhan adalah bersumber dari APBD
Kota yang dialokasikan sebagaimana porangkat daerah lainya
dan bantuan kelurahun, bunluan dari Pemerintah, Pemerintah
Provinsi, Pemcrintah KOUl,dan bantuan dari pihak ketiga.

11. Anggaran Pendapatan d,m Pengcluaran Kelurahan yang
selanjutnya disebut APP Kclurahan aclalah reneana keuangan
tahunan kelurahan, yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah
dan diketahui olch enmut.

12. Pengelolaan Keuangan Keluruhan adalah keseluruhan kegiatan
y~ng meliputi perencan~m, penganggaran, penatausahaan,
pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan
kelurahan.

13. Lurah bertanggung Jawab atas pengelolann keuangan kelurahan.
14. Bendahara adalah mereka yang ditunjuk oleh Walikota untuk

menerima, menyimpan, menyetor, menatausahakan,
membayarkan, dan memportanggunruawabkan keuangan
kelurahan dalam rangku pclaksLUlaunAPP Kelurahan.

15. Reneana Pembangunan Jungka Mcnengah yang selanjutnya
disingkat RPJM Kelurall1m adalah dokumen perencanaan
kelurahann untuk periode 5 ( lima) lahun.

16. Renewla . Pembangunan Jangka Pendck (tahunan) yang
selanjutnya disehut Rencanu Kerja Pcmbangwlan Kelurahan
(RKPKelurahan) adalah hasil musyuwarah masyarakat
keluruhan tentang kcgilllun-kegiutan yang akan dilaksanakan
untuk peri ode 1 ( satu ) lahun.

BAB II

PENGELOLAAN KEUANGAN KELURAHAN

Pasal 2

Lurah adalah penanggung jawab atas pengelolaan keuangan
kelurahan.

Pasal3

Lurah Sebagai penangung Jawab atas pengelolaan ke~angan
Keluruhan mcnunjuk :
a. pejubat Penata Usahu Keuangan Keluruhun ( PPK Kelw-ahan);
b. pcjabat Pelaksana Tcknis Kegiatan Kelurahan (PPTK

Kelurahan) ; dWl
c. mcnetapkan Benc\ahara Kelurahwl.

Pa~a14

(1) PPK Kelurahan sebllgaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf
(a) adalah perangkut kelumhan adalah Sekretaris Kelurahan.



(2) PPTK Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf
(b) Perangkat Kelurahan yaitu Kepala Seksi yang ada di
Kelurahan .

Pasal5

Sekretaris Kelurahan scbagaimuna dirnaksud dalam Pasal 4~ayat
(1) melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Kelufahan
selaku koordinator pelaksanuan pengelolaan keuangan kelurahan
dan bertanggung jawab kepada Lurah.

Pasal 6

Sekretaris Kelurahoo sebuguimana dimaksud dalam Pasal 5
mempunyai tugas :
a. menyusun rencooa kegiutan dun Rancangan APP Kelurahan ,

pcrubahun APP Kcluruhan , dan pertanggungjawaban APP
Kelurahan;

b. rnenyusun rancwlgun kcputusan Kcpala Kelurahan tentang
APP Kelurahan dan perubahan APP Kelurahan;

c. mcneliti kelengkapwl pcmbayaran pengadaan harang dan jasa
yang disampaikan olch Bcnduhara ptmgeluaran,untuk diketahui
dan disetujui ; dun

d. menyiapkan laporan kcuungun kclurahan.

Pasal 7

(1) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2)
mempunyai tugas :
a. mengendalikan pelaksanaun kcgil.ltan; dan
b. melaporkan peikembangan pelaksanaan kegiatan dun

menyiapkan dokumcn anggaran atas beban pengeluaran
pclaksanaan kegiatan.

(2) Dokwnen anggaran scbugnimuna dimak~ud pada ayat (1) huruf
(b) mencakup dokumen administn\Si kegiatan maupun
administrasi yang tcrkait dcngan pcrsayaratan pembayaran
yang ditetapkan sesuai dcngan ketenluan perundang-undangan.

RAB III

PENA TAUSAHAAN KEUANOAN KELURAHAN

Bagian Kesatu
Azas Dmwn Penatausahaan Keuangan Kelurahan

Pasal 8

(I) Perangkat Kelurahan dan bend ahara kelurahan wajib
menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

(2) Perangkat Kelurahan yang menandatangani dan/atau
mengesahkan dokwnen yang berkaitan dengan surat bukti yang
mcnjadi dasar pcncrirnaan danlatau pengeluaran atas
pelaksanaan API> Kelurahan bertanggung jawab terhadap



kebenaran material dun akibat yang timbul dari penggunaan
surut bukti dimaksud.

Bagian Kcdua
Pelaksanllun Pe:natausllhaan Kl.lUungullKelurahan

Pusal9

Untuk pelaksanaan APP Kclurahan, Lurah menetapkan bendahara
Kelumhan dengan keputusan Lurah sebelurn dimulainya tahun
anggaran berkenaan.

PasallO

(1) Untuk mendukung kclancaran tugas perbendaharaan,
bendahara kelurahun dupat dibantu oleh pembantu bendahara.

(2) Pemhantu benduhura sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
melaksanakan fungsi scbagai kasir, pembuat dokumen
ponerimaan, pombuat dokurnen pengeluaran, utau pengurusan

"belanja pegawai/penghasillUl tetup .

Bagian KeLiga
Penataausahaan Pendaputan

Pasal II

(1) Pcnerimaan kelurahan yang disctor ke rekening kas kelurahan
dianggap sah sctclah lurah mencrirna bukti setoran dari
petugas yang menunguni pl:ncrimuan kelurahan.

(2) Pcncrimaan keluruhun schuguimanu dimaksud pOOa ayat (1)
dilukukun dengan cam :
a. disetor langsung ke bank olch pihak ketiga;
b. disetor melalui bank lain, badan, lembaga keuangan,

dan/atau kantor pos oleh pihak ketiga;dan
c. disetor melalui bendahara kelurahan oleh pihak ketiga.

(3) Penerimaan melalui bend ahara ke!urahan sebagaimana
dimaksud pOOa ayat (2) huruf C, paling lambat 1 ( satu ) hari
kerja harns disetor ke rekening kas kelurahan atau kas
kelurahan.

Pasal 12

Sebagai tanda bukti pembayaran oleh pihak ketiga kepada
bendahara kelurahan,Bendahara Kelurahan menerbitkan bukti
berupa kwitansi dan disnhkan oleh Lurah.



Pasull}

(I) Bendahara kelurahun waj ib menyolonggarakan penatausahaan
tcrhadap seluruh pcnduputan dan pcnyctoran atas pendapatan
kelurahan .

•

(2) Penutausuhaan scbaguimunu dimaksud pada ayat (1)
mcnggvnukan :
a. buku kas umum;dan
b. buku Kas Pemb,mtu Pcrincian Obyek peneri.maan.

(3) Benduhara kelurahan dalam melakukan penatausahaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan :
u. karcis retribusi;
b. surat tanda setoran;
c. surat tanda bukti pembayuran dari pihak ketiga;dan
d. bukti penerimaan lainnya yang sah.

Pasal 14

(1) Benduhara keluruhun wajib mcmpertanggungjawabkan
pcnerimaan lU\ng yang mcnjadi tanggungjawabnya dengan
menyampaikan lupomn pertanggungjawaban pendapatan
kepada Lurah puling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan
berikutnya.

(2) Laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana
dimaksud pacta ayat (1) dilampiri dengan :
a. buku kas lJmum;

b. buku kas pembantu Perincian obyek penerimaan ; dan
c. bukti pendapatan lainya yang sah.

Bagian Keempat
Penatausahaan Pengeluaran

Pasal 15

(I) Penatausuhaan pcngeluaran wajib dilakukan oleh bendahara
kelurahan.

(2) Dokumen penatullsahann pengeluaran harns disesuaikan
dengLill Ketentuan Peru luran perundangan-undangan yang
berlaku.

(3) Dokumen pcnataan pcngclllurun scbagaimana dimaksud pada
ayat (2), hams disetlljlli oleh Lurah melailli PPK Kelurahan.

Bagian Kelimu
Pertanggwlgjawabun Pcnggunaan Dana

Pusul 16

Bendahara kelurahan wujib mempertanggungjawabkan
pcnggunaan uang yang mcnjadi tanggung jawabnya dengan
menyampaikan laporan pertunggungjawuban pengeluaran kepada
Lurah pating.1ambal tunggaJ 10 (sepuluh) bulan berikutnya.



Pasall?

(1) Dokwnen yang digunakan bendahllra kelurahan dalam
melaksanakan penatnusahULUlpengeluarnn meliputi :
a. buku kas umum;
b. buku kas pembantu pcrincian obyek pengeluaran;dan
c. buku kas harian pembuntu.

(2) Buku kas wnwn sebaguimana dimaksud pad a ayat (1) huruf a
ditutup oleh bendahuru kclurahull setiap bulan dengan
persetujuan Luruh.

(3) Untuk tertib lupomn pcrtanggungjawuban pada akhir tahun
anggaran, pertanggungjawaban pengeluaran dana bulan
Desember disampaikan paling lumbat tanggal 31 Desember.

Bagian Keenum
Bendahara Keluruhan Berhalangan

Pasall8

Dalam hal bendahara kelurahan berhalangan maka:

a. Apabila melebihi dari 3 (tiga) had sampai selarna-larnanya 1
(satu ) bulan, bendahara kelurahan wajib memberlkan surat
kuasa kepada perangkat kclurahan yung ditunjuk untuk
mclakukan pencrimaan, pcnyctoran dan pembayaran serta
tugas-tugas bendahara keluruhan luinnya dengan diketahui
Lurah.

b. Apabila melebihi I (satu) bulan sumpai selama-Iamanya 3 (tiga)
bulan harus ditunjuk pcjabut benduhura kelurahan dan
diadakun berlta aearn scrah terima.

c. Apabila hendahara kduruhan sesudah 3 (tiga) bulan belwn juga
dapat melaksanakan tugas, maka dianggap yang bersangkutan
telah mengundurknn diri atau berhenti dari jabatan sebagai
bend ahara kelurahan dun oleh karena itu segera ditetapkan
penggantinya.

BAB IV

PEMBiNAAN DAN PENGA WASAN

Pasal 19

Pemcrintah Kota dan Camat wajib membina dan mengawasi
pelaksanaan pengelolaan keuangan kelurahan.

Pasal 20

Pembinaan dan p\3ngawasan Pcmcrintah Kota sebagaimana
dimaksud dulam Pasal 19 meliputi :

a. memberikan pedoman dan bimbingan dalam pengeloaan
kcuangan keluraluU1;

b. memberikan bimbingun dun pelatihan serta penyelenggaraan
keuangan kelurahun yang mencakup perencanaan dan



pcnyuSWlan APP Kelurahan, pelaksanaan dan
pcrtanggungjawaban API' Kelurahan;

c. membina dan mengawasi pengelolaan keuangan kelurahan dan
pcndayagWlCUUlbarang inventaris Ycmgacla di Kelurahan ;dan

d. mcmberikan pedoman dan bimbingan pelaksanuan administrasi
kcuangan kelurahan.

Pasal 21

Pcmbinaan dan pengawasun Camut scbuguimuna dimaksud dalam
Pasal 18 meliputi :

a. mcmfasilitasi administrusi kcucmgun kelurahan;
b. memfasilitasi pengclolaan keunngnn kelurahan ;dan
c. memfasilitasi penyclengguruan keuangun kelurahan yang

mencakup perencunaun dun penywmnan API' Kelurah~
pelaksunaan dan pertunggungjuwubun API> Kelurahan.

BAll V

KETENTU AN PENUTUP

Pa<;al 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diWldangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengoodangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kota Denpasar.

Ditctapkan di Denpasar
pada tanggul 19 Pebruari 2010
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DiWldangkan di Denpasar
pada tang gal 19 Pebruari 2010

llERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2010 NOMOR 12


